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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPUTLAUAN ARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Passt 95
ayat (1} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajpk Dacrah dan Retribusi Dacrah, perlu menctapkan
Peraturan Daerah tentang Pajpk Hiburan;.

L.

2.

Pasal 18 ayai ) Undarnig-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945; |
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seramn Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barzt dan Kabupaien
Kepulauan A (Lembaran Negata Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4330);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribugl Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



4,

5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentahg
Pemerintahsn Daerah (Lanbaian Negara Republik
Indonésiz  Tabun 2004 Nomor 244, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)

. sébagaimana telah diobab beberapa kal  terakhir

dengan UndangUndang Nomiot 9 Tahum 2015 tentang
Perubslian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 weotang Pemerihtaban Diwgah (Lembarar
Negara Republic Inddnesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahari Lembarah WNeégara Republic Indonessia
Nomor 5679);

Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahuti
2015 temtang Pethbentukan Produk Hukum Dacraly;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DAERAH KARUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan

d=mi
BUPATI KEPULAIJAN ARU

MEMUTUSEAN :

: PERATURAN DAERAIJ TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerali ini, yang dimsaksud dengan :

1. Papk Hiburan adalah pajek atas penyelenggaraan Hiburari.

2. Hiburan adalgh semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, den/atad
keramaian yang dinflemati dengam dipungut bayvaran.

3. Objek Papk adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh.
Permnerintah Dacrah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan
kepentingan umum.

4. Subjck Pajpk adalah orang pribadi atan Badan yang dapat dikenakan

pajpk.

5 Wajb Maiak adalah orang pribedi atau Bedan, meliputi pembayar pajak,
pemotong  pajak, dan penmuwagut papk, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajpken sesual demgan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah.




ot

Surat Ketetapan Pajals Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketefapan Pajak yang menehtukan bessrnya jumlah pokok pajk
yarg terutang.

Bupsti addlah Bupati Kepulauan Afu.

Surat Ketetapan Pajak Daerabh Kurong Bayar, yaig dapat disingkat
SKPDKB adelah surat ketetapan piak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajek, jumlah kredit pajak, jumldh kekurangan pemibaygran pokok
papk, besarnys sanksi administratif, dan jusidah pajek yang mesih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dactali Kirang Bayar Tambahan, vang selanjutnya
disingkat SKPDIET aAdalah Surat ketetapan papk yang menentukan
tambahan ams jumlah pajak yang telah ditetapkan.

10. Surat Tagihan Pamk Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tegihan pajpk danfataw sanksi administrasi berups
bunga dan/atau denda.

iLlPajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dabkm Masa Pajak dalhm Tahun Pojak afau dalam Bagan Tshun Pajak
sesual  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah,

BAB 11
NAMA, OBJEEK, SUBE K DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut papk atas penyelenggaraan Hiburan

(1)

(2

Pasal 3

Objck Pajpk Hiburan adalsh jasa peayclenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.

Hiburan s=scbagaimana dimaksod pada ayat (1) adalah:

tonitonan 11l

pagelaran kesenian, musik, tar, dan/atau busana;

kentes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

PAIRET an;

diskotik, karacke, klub matam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobat, dan sulap: '

permaitan bilyar, gelf, dah bolling;

pacnan kuda, kendaraan berthotor dan permainan. ketangkasan;

parti pijat, refleksi, mamndi wapfspa, dan pusat kebugaran (fitness
center); dan

j. pertandingan olaliraga.
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Pasal 4

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan vang menikmat
Hiburar..

Pasal 5

Wajib Pajak Hiburdan adalali erang pobadi atau Badan yang menyelenggarakan
Hibtirasm,

_ BAB IO
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasdl &

(1) Dgsar pengenaan Papk Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atan
yvang scharisnya ditcrima olch pehwelengeara Hiburan,

(@) Jumlah uang yang seharusng & diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk potongan hatga dan tiket cuma-cuma yvang diberikan kepada

penerima jasa Hiburan.

Pagal 7

Besarhya farif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objck pajgk adalah
schagal berilout:

a. tanf pajpk nontonr flm scbesar 10 % [scpuluh perseny;

b tarif pajk untuk pagelaran kesenian, music, tart danfdtau busana

berkelas localftradisional sebesar 0 % (nol perseny

tarif pajak untuk pegelaran kesenian, music, tard dan/atau busana
berkelas nasional sebesar 10 9% [sepulul persen);

tadf pajk untuk pagelaran kesenian, music, tad danfatan busana
bericelas internasional sebesar 10 % [sepuluh persen);

farif pajak untuk contes kecantikan yang berkelas localftradisional
sehesar 0 % (nol perseny;

tarif pajpk untuk contes kecantiken vang berkelas nasrenal sebesar 10 %

(sepuluh persen);

. tarif pajak untuk contes kecantikan yang berkelas internasional sebesar

10 % (sepuluh persen}

tarif pajak unfuk pameran vang bersifat fion kornersial sebesar 0 % (nol
persenl;

tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % |

(sepuluh persen);




j  tatif pajak utitik diskotie kareoke, khab malam, pub, bar, music hidup

five music), music dengan disk joloe [(DJ) dan sejenisnva sékesar 35%
) (tiga paluih lima persen); -
"k trif pajpk uatuk  sirkus, acrobat  dEn osulsp yang  berkelas

local /tradisional sebésar O % (ol persen);

1 teril pajak untuk parderan yang bersifif komersinl sebesar 0 % ol
pciser); : _ N |

“Th, ‘tarif pajék urtull permainan biyer dan bowhing sebesar 10 % (sepuluh |
persen); '

-n. tarifl pajpk untuk pacudn kuda vaog bérkelas local/fradigional sebesar
% (nol persen);
sebzsar 10 % (sepuluh persen);

p. terif pejek untuk permainan ketangkesan bertaraf local/ tradisicnal
sebesar 10 % (sepulul persen);

¢ tarf pgjak untuk permainan  kftangkasan berkélas nasionsl dan
internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

r terdf pajak untuk panti pijat, mandi vap dan spa sebesar 10 % (sepuluhi
persenj;

a taril pajak untuk refleksi dan pusat kebugaren/fitness cemter sebesar 10
Y{sepulull persen];

- L tarif pajak umtuk pertandingan olahraga berkelas localf tradisional

sebesar O % [nol persen);

U taril pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 10 %
(sepulull persen); dan

v. tarif pajpk untuk perfandingan olahraga yang berkelas intemasional
sehesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran poknk Pajak Hiburan yang tenitang dibufung dengen cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalm Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajk
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BABP IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Papk Hiburan vang terumng dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru
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BAEB V
MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Hiburati adalah jangka wakon yang larmahya 1 {satu) bulan

BAB V1
PENETAPAN

Paaal 11

Saat pajak teriitang adalah pada saat diterbitkennya Surat Ketetapan Papk
Daerab (SKPD) alan dokumen lain vang dipersamalkan.

(1}

(2

3

(4}

(1}

(2

BAB ViII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pesal 12

Bupati menemtulican tangegal jatuh temmpo pembayaran dan  penyeforan
Pajak yang torutang paling lama 30 figa pulub) hari kerja setelab suar
terutangnya Pgak den paling lama 6 (eham) bulan sepk targgal
diterimanya SPPT oleh wajib Paiak.
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dain Putusan Bandilg, vang menyebabkan jumlah
Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajpk
dan harus dilunasi dalam jarsdka wakin paling lama 1(satu) balan sepk
tanggal diterbitkan.
Bupatl atas permohonan wajib Pajpk setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikar: persetujnan kepada wajb Papk untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajpk, «dengan dikenakan bunga
schesar 2 % ([dua persen) achulan.
Ketentnan  lebih  lanjut mengenal t#a cara peinbayarart, penyetotran,
tempat pembayaran, angsuran, dan péerundaan pembayaran Pajak diatur
dengan Peraturan Bupati

Pasal 13
Pejek vang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDEBT, STPD, Surat
Ker sutusan Pembetulan, Suraf Keputasan Keberatan dan Puiusan Banding
vang tidak atau kurang dibayar coleh wajb papk pada wakiunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.
Penagihan Pajgk dengan Surat Paksa dilgksapakan berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.



BAB VII
KEDALUWARSA
Pasal 14

(1) Hak witak meldkukan penaghs n Pajpk menjadi Kedaluwarsa setshah
melampawi walktu 5 (lima) Tahun terhitung séjak sast tertitangnya Pajak,
kécuali apabila wajib Pajgk melakiilean tindak pidana di bidang Parpajakan
Daerah. .

(3 Kedaluwarsa penagihan Paplk sebagaimana dimalsud pada ayar (1)
teitangguh apabila :

a. diterbitlzan suFat tegiiran dan/fatau surat paksa; atan
b, ada pengakuan hutang Pajek dari wajib Pajak, baik langsung maopum
tidak langsung.

(3 Dalam hal diterbitkan surat teguran das surat paksa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 huuf a, kedaluwarsa pehggihan dihitung sepk
tanggal penyam paian surat paksa tersebut,

(4} Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya rmenyatakan masih
mempunyal wang Pajak dan belum mcelunasinya kopada Pemerintah
Daerah.

®) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapar diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permmohonan keberatan oleh wajib Pajulk

BAB I
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15
(1) Dalam hal wajib pajk tidek membayar tepat pada waktunya atsu kurang
membayat, dikenakan sanksi administratif bermipa bunga sebesar 2 %
fdua persen) seiap bulan dar pajak yang terutang yang tidak atau Kurehg
dibayar
(3 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenakan untuk paling lama
5 {lima} bulan.



KEPALA BAGIAN HUKUM,

"I NOVY EXWIN M. SOLISSA,SH

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Ager setlap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran Dacrah
Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,
1

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dnbnl

pada tanggal 15 Mei 2017
Plt.SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN AR,

ttd.

MOHAMAD DJUMPA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARLU
TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EKEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALITKIF » NOMOR 31/9/TAHUN 2017

Salinan scsual dengan aslnya

NIP, 19711105 200501 1 009



